BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan
pembuatan akta pihak yang didasarkan pada keterangan palsu, dan tidak
dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan atau tindak
pidana penipuan. Akan tetapi notaris dapat dimintai pertanggungjawaban
pidana terhadap akta pejabat jika secara sengaja atau lalai notaris membuat
akta palsu, sehingga merugikan pihak lain.

2. Terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak
dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi
hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu
harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan akta
tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan
dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum
yang tetap.

B. Saran

1. Pertanggungjawaban pidana notaris perlu diatur dalam Undang-Undang
Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris secara tersendiri, hal ini didasarkan
pada pertimbangan adanya fakta bahwa sering terjadi perbedaan

penafsiran antara notaris dengan aparat penegak hukum.
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2. Pertanggungjawaban pidana terhadap notaris terkait dengan akta yang
dibuatnya sebagai produk pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan
notaris, harus memperhatikan aturan yang berkaitan dengan tata
cara/prosedur dan syarat pembuatan akta, yaitu Undang-Undang Nomor
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris.
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